KAJIAN AKADEMIS UPT - PPA
(UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
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PENYUSUNAN KJ UPT PPA

ARAHAN KEMENTERIAN PPA RI
PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK NO.4 TAHUN 2018

ARAHAN BIRO ORGANISASI TTG KJ MENGGUNAKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR

12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH




Alasan Pentingnya di bentuk UPTD PPA

Dasar Pembentukan UPTD -PPA

a. Landasan Filosofis ( Pancasilan dan UUD 1945,sila ke 2 dim Pancasila ( adanya
jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya perempuan
dan anak)

b.Landasan Konstitusional ( UUD 1945 yg termuat dim pasal 28

c. Landasan Sosiologis : Bagaimana budaya di masy,Kurangnya pemahaman
ttg hak perlindungan anak dan perempuan ( menjelaskan data kasus
kekerasan di wilayah tsb dan contoh kasus yang besar minimal 3 kasus)

Melaksanakan Teknis Operasional di wilayah kerjanya dim memberikan layanan bagi
perempuan dan anak korban kekerasan

- Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yg memerlukan layanan perlindungankorban kekerasan bagi
perempuan dan anak

- 14 Kabupaten/Kota yg memerlukan layanan rujukan dan koordinasi penanganan korban

- Lintas Batas Provinsi
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output

Sesuai Permendagri No.12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

1. Melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang
(lampiran UU 23 tahun 2014 bagaiman sub urusan Perlindungan Hidup Perempuan
dan perlindungan khusus anak

baik pemerintah pusat,provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyediaan layanan
2. Penyediaan jasa yang diperlukan korban

- Jasa yang diberikan bersifat konkrit dan terukur

- Penyediaan jasa diperlukan secara terus menerus
3. Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat

Layanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat murah dan cepat karena
memperhatikan kebutuhan dan kepentingan korban secara Cuma-Cuma

Layanan yang diberikan UPTD PPA merupakan layanan pemerintah yang
dibutuhkan oleh masyarakt, sehingga apabila tidak tersedia akan menggangu
kehidupan masyarakat atau penyelenggaraan pemerintah.

Layanan yang diberikan belum disediakan oleh BUMN,BUMD,Swasta atau penyedia
lainnya karena tidak lembaga lain yg memberikan layanna perlindungan kepada
perempuan dan anak secara komprehensif dan berfokus pada kepentingan korban
seperti halnya dilakukan UPT PPA dimana layanan diberikan hanya diberikan sesuai
dengan kebutuhan kondisi yang dialami korban.







Pembangunan SDV

Presiden Ri, Joko
Widodo

"Pembangunan SDM penting dan
I bahkan lebih penting dari
pembangunan infrastruktur. Karena
pada 20 sampai 40 tahun yang akan
datang, anak-anak kita harus
berkompetisi dengan negara-negara
vang lain dan kita harus
memenangkan kompetisi itu,”

I B

Jokowi: Mulai 2019, Kita Konsentrasi pada
Pembangunan SDM

Jokowi: Fokus Pembangunan SDM Dimulai 2019

L Surnals ¢ Raby IT Desenier 20T, 10.0) B

PikiranRakyat

Dari Rafeyan, Ol Rakyat, Ustiuk Rakyat

ar Priangan PEIFM f G v -] B

2019, Pembangunan SDM Akan
Dilakukan Besar-besaran
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Arah Kebijakan Dinas P3APPKB=Rrovinsiialimantan-jongan iiuuuu |
YANG TERTUANG DALAM SASARAN STRATEGIS

PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan gender

Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak

Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak

Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak

Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran
Menurunnya angka kelahiran

Meningkatnya akseptor KB

Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
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—
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PERMASALAHAN ANAK DI KALIMANTAN TENGAH

Angka Stunting 30 % lebih tinggi dari angka nasional 2,6 % dan urutan ke empat
tertinggi secara nasional.

Perkawinan Usia Anak urutan ke 2 tertinggi secara nasional (41,59 %) setelah
Kalimantan Selatan (45,20%).

Anak berhadapan dengan hukum

Anak mengalami korban tindak kekerasan
- Anak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus
. Anak terlantar

‘ - Anak mengalami putus sekolah
N



Papua
Papua Barat
Maluku utara

Maluku

Sulawesi Barat
Goorontalo

Sulawesi..
Sulawesi..
Sulawesi..

Sulawesi Utara

Kalimantan..
Kalimantan..
Kalimantan..
Kalimantan,.
Kalimantan..

Nusa..

Nusa..

Bali
Banten
Jawa Timur

DIY...

Jawa Tengah
Jawa Barat
DKI Jakarta

Kepulauan..

Kep. Babel
Lampung
Bengkulu

Sumatera..

Jambi
Riau

Sumatera..
Sumatera..

Aceh
0

o

0 20,00 40,00

Total
17-18
<16

60,00

PERSENTASE PERKAWINAN, USIA ANAK DIBAWAH 18 TAHUN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017

perempuan minimal 1 umur 21 tahun. Eanbo pester, bancer ditempat umum

per i usia anak atau untuk pe
(contoh spanduk terlampir).

0,

o

0

N
o
o
o

40,00 60,00

’

usia pe

Palangka Raya s PERKAWINAN ANAK
merupakan pelanggaran HAM;
e YANG BERARTI JUGA '
Porto Tmur PELANGGARAN HAK ANAK
Gunung Mas
L4 [ ]
PulaNg Pisau  — Mgnr%h?mb?’r C 5pCJ an TLB,JCI Perpbangun&n é? g
e e%ml%an usraina ev,eg/gm Nt Goals
.
. m Goal 5, pada butir 5.3 yaitu
Katingan | s “I\/\e hCI |< kj_k )
PuUSKAN semuad praxii an
Seruyan memba ngo kan, seperti peranma% ar%a k...
Total
Lamandau s
4. Memberikan Informasi, Advokasi dan Edukasi kepada para penghulu, para
<] 6 pendeta, tokoh adat untuk tidak memberikan izin atau menunda pernikahan di
- usia anak (sampai dengan umur 18 tahun).
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 5. Menginstruksikan ke seluruh jajaran Pt?ln(:rin!ah Kabupaten/Kota dalam
Sukamara | E—— Palangka Raya, 5 Maret 2018 rangka m di atas.
Kerwdn Dcmiknan di atas p it dan p ya kami
Yth. 1. Para Bupati dan Walikota terima kasih
Se-Kalimantan Tengah,
. 2. K l:la .Bafi;n/l)inag/l};nil Satuan
Barito Utara s Karin o Elnplomge Pemedot
e
i Tempat
SURAT EDARAN
B .1_ S | 1’ Nomor : 236/069/DP3APPKB-V/0318
arito Selatan | EE—— e o
PENCEGAHAN / PENGHAPUSAN PERKAWINAN USIA ANA 2 -
AT - Tembusan disampaikan kepada Yth :
S - |. Menteri Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia R.1, di — Jakarta
i i i hiws P i usia anak di 2. M Dal: N i R.1 di- Jakarta
Kalimantan Tengah cukup tinggi, berdns::‘ka:lu hasil Survei Sosial ‘l'-:rl‘(onomi 3 M::::: F S ‘egen ¥ . dan Perlind Anak R.I di-Jakarta
KO pUOS _ (Susenas) bulan Maret tahun 2017 bahwa }(Alimsnuu:x Teniih m“:l?n:m;::‘p:: 4 Kepulu BKKBN di- Jakarta
urutan kedua p; i inggi h ISR anRlc, T et S 2 i di- Palangka Raya.
Kalimantan Selatan (45 persen) dan Kalimantan Tengah (41,59 persen). 5. Ketua DPRD Kalimantan Tenga!:. i %
i i ta di  Kali Tengah g la P akilan BKKBN Kalimantan Tengah, di- Palangka Raya.
Sukamara (S(‘;rl\::::en). Lar::nd:x (49,99%) dan Barito Selatan 49.57%. e e < &
i i i Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kepada seluruh Bupati,
i i it Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kotawaringin Timur | Walikota dan Kepaia Badan/Dings/Unit Satvan Kerje & Linwicungen Femernih
angkah- is dal o>
|I.|si- .n-kl‘;wé:xhi;::::f :’ens:hn: J:nnﬁ melakukan hal-hal sebagai berikut :
. Menerbitkan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati dan Walikota tentang
1 1 i Usi .5 -
Kotawaringin Barat s Mo airan Kampanye, sosialisesi tentang Pendewasaan Usia Perkawings
epada arakat secara langsung atau mel jui media massa,
:\edi- e aiealt s media sosial, vaitu laki-laki minimal umur 25 tahun dan



Memberikan layanan terpadu bagi
perempuan dan anak korban
kekerasan berupa :

1.Penerimaan Rujukan

2. Pengelolaan Kasus

3. Penampungan Sementara
4. Mediasi

5. Pendampingan Korban

(Pasal 5 Permen PPPA nomor 4
Tahun 2018 ; Provinsi (Rujukan) )




PENERIMA MANFAAT

Dengan adanya UPTD-PPA di Provinsi Kalimantan
Tengah penerima manfaatnya adalah :

- Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang
memerlukan layanan dan perlindungan korban
kekerasan bagi perempuan dan anak.

- 14 (empat belas ) Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Tengah yang memerlukan layanan
rujukan lanjutan dan koordinasi penanganan
korban.




SURAT MENTERI PPPA
KEPADA GUBERNUR
TENTANG
PEMBENTUKAN UPTD
PPA

Tanggal 25

September 2017

MENTER! PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

Nomor c B-a16o /MPP-PARoum /OT .o IX /2017 Z< September zol7

ILampiran : -

Hal ; Pembentukan UPTD PPA
Kepada Yth.
Gubernur Seluruh Indonesia
ai-

Tempat

Dzalarmn rangka meningkatkan layanan terhadap perempaan dan anak korban
kekerasan yang hingga kini kasusnya cenderung meningkat baik jenis maupun
modusnya. maka diperlukan layanan yang berkualitas bag: korban kekerasan
Sclanjutnya, scbagaimana tertuang dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dasrabh untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, dari 15 Kewenangan terdapat 2 (dua) diantacanya merupakan
kewajiban Pemenntah Provinsi untuk menyediakan layvanan rujukan lanjutan bagi
korban khususnyva sebagal pelaksanzan atas sub urusan perlindungan perempuan dan
perlindungan khusais anak.

Mengmgat Undang-Undang Dasar Tahun 1955 telah memberikan amanat pada
Negara untuk mampu melindungi dan menjamin hak setiap wargs negara termasuk

perempuan dan anak agar terbebas dari kekerasan, maka saya mohon kepada Saudara
Gubernur untuk mengupayakan perlindungan terhadap perempasan dan anak dengan
membentuk unit pelaksana teknis daerab peslindungan perempuan dan anak (UPTD
PPA} di wilayah yang Sauvdara pimpin. Melkiiui pembentukan lembaga ini dibharapkan
layanan perlindungan perempuean dan anak Rorban kekerasan dapat dilakukan secara




SURAT SEKRETARIS
KEMENTERIAN PPPA
KEPADA KEPALA
DINAS PPPATENTANG
TINDAK LANJUT
SURAT MENTERI
TERKAIT
PEMBENTUKAN

UPTD PPA Tanggal 26
September 2017

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Ji. Merdeka Barat No 15, Jakarta 10110, Telp. 3805563-3842638 Fax. 3805559 -3803562
Situs www.kemenpppa, go.id

Nomor i By o ;/ Set/KPP-PA/Roum-Ortala/09/2017 2¢ September 2017
Lamp. i =
Hal . Tindak Lanjut Pembentukan UPTD PPA

Kepada Yth:
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Seluruh Indonesia
di-

kepada Gubernur seluruh Indonesia perihal Pembentukan UPTD PPA, dengan ini kami

Tempat
Menindaklanjuti Surat Menteri PPPA No B-160 /MPP-PA/Roum SDM/OT.01/IX/2017 I
sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang merupakan kewenangan dari urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Perlindungan
Perempuan dan Anak atau yang disebut UPTD PPA.

2. Dalam hal mempersiapkan pembentukan UPTD PPA, agar berpedoman pada
Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan Cabang Dinas dan UPTD.

3. Dalam hal menyusun naskah akademis, agar berkonsultasi dengan Biro Umum dan
SDM Kementerian Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui
nomor telepon (021) 34834565 atau e-Mail ortalakpppa@gmail.com

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

ul

by ' »J
ns . ! k |
ial'ul'wur Sitepu

Tembusan:
1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

-




R

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KER e v bR DUKUNGAN KOMISI VI

DENGAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK D P R R
DAN
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

terhada
MASA PERSIDANGAN 11 TAHUN SIDANG 2017-2018

D

" : RABU, 24 JANUARI 2018 pem bentu

r Pendapat Komisi VIl DPR Rl dengan Menteri Pemberdayaan

KETUA,

Kan

UPT- PPA DI INDONESIA

PIMPINAN KOMISI ViIl DPR RI

rong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
. menindakianjuti usulan kepada Presiden untuk
ementerian Pemberdayaan Perempuan dan

3. Komisi VIl DPR RI mendorong Kementerian Pemberdayaan Perompu.ndm
Perlindungan Anak untuk mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam
rangka penguatan kelembagaan dan program PP dan PA.



P4 Zimbra: inbox x ¥ P Dewi DPPPA Kab Bangk: X Y & Google Contacts X ¥V [ UPT Generik Urusan X € & WhatsApp ;

— C | @ fasilitasi.otda.kemendagri.go.id/uptd-bebankerja-uptgenerika?id=9&p=
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dashboard

UPT GENERIK URUSAN PROVINSI eevserpavaan perempuAN DAN PELINDUN

! Input Data Variabel Nama UPT Generik #

=a Peta Tugas Urusan

s+a Peta Layanan

: I PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
' SISKOMPEMDA

% Informasi Jabatan . Caah 3 s L oL T
%" Evaluasi Jabatan
@01 Profil Perangkat Daerah Dengan demikian,

UPTD UPTD PPA menjadi UPT Generik

Jenis UPTD

¥l Analisa Beban Kerja

Laporan
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NASKAH AKADEMIS UPTD-PPA
DI PROVINSI KALTENG FAJIAN AKADEMIS

UPTD - PPA ( UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) DI PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

 Pembuatan Kajian Akademis
UPTD -PPA

Verifikasi Naskah Akademis
UPTD-PPA oleh Bagian
Organisasi Kementerian PPA RI
Dokumen Naskah Akademis
Sudah Selesal

| DINAS PRMERRRAYAAN, PEREMEUAY, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN |
i FENDUDUK DAN KELUARGA FROVINSI KALDANTAN TENGAH i

TAHUN 2018
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DINAS PEMEBEERRAYAAN _FEREMFPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIANW

FENDUDUK DAN KELUARGA FROVINSI HKAILIMANTAN TENGAHE

TAHUN 2018
|  DINAS P3A-PPKB o Bersurat Ke Sekda Tgl 4 Desember 2018 untuk
| SEXKASD A }\‘ . “f,.{q. 2 Dukungan berdirinya UPTD-PPA di Propinsi Kalteng
iMS-:%'-f-f-??:'f-i' _ 2 . ’ . Dalam bentuk Dokumen Naskah Akademis ke Biro
FELESSe = |~ Organisasi Pemerintah Prov Katteng—




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp 3221538 — 3221214 — 3221385 can Fax 3234153

Falangka Raya, 12 Pebruari 2019

FAJIAN AFADEMIS

Kepada

UPTD - PPA ( UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH -
Nomor . DBO/CE3 /Bag IWORG Yin. Menteri Datam Negeri

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) DI PROVINSI Sifet . Penting Up. Direktur Fasilitasi Kelembagaan  dan

KALIMANTAN TENGAH Lampiran - 1 Berkas Kepegawaian  Perangkat Daerah
Hal : Permohonan Konsultasi Kementerian Dalam Negerl
dan Validasi Pembentukan o -
UPTD JAKARTA

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkst Dmerah. menyatakan bahwa pada Dinas
Daerah Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untui
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

Menindakianjuti ketentuan Fasal 4 dan Pasal 11 Peraturan Menteri
Dsalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Kia®ifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang
menyatakan bahwa pembentukan Cabang Dinss dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah ditetapkan Peraturan Gubernur setetah dikonsultasikan secara tertulis
dengan Menteri, maka bersama ini karmi sampaikan bahwa Biro Organésasi
Provinsi Kalimantan Tengah aksn medaksanakan konsuftasi dan validasi
pembentukan UPTD Pedindungan Perempuan Anak (PPA) pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan. Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Barencana Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu ke-3 Pebruari
2019 {(dokumen terlampir).

Demikian disampaikan, sebaga: bahan dan proses selanjutnya atas
perhatian dan kerja samanya terima kasih.

w_
3
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FERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
FENDUDUK DAN KELUARGA FROVINSI HKALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2018

Tembusan:
1. Subaemur Kalmantan Tengah (sebagai lagorar |
2. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negern




SURAT REKOMENDASI UPTD - PPA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI!
REPUBLIK INDONE SIA

Jakana, 22 Maret 2019

Nomor 061/ 1830/ 0TDA / Sdr. Gubernur Kalimantan Tengah
Sifat Segera i -
Lampean @ - Palangka Raya
Hal Rekomendasi Pembentukan uPTo
Perindungan Perempuan dan Anak pada
Dnas Pemberdayaan Perempuan
FPerlindungan Anak Pengendalan
Penduduk dan Keluarga BSerencana
Prowvn=i Kalimantan Tengah

Berkenaan dengan sural Sekretans Dasrah Provinsi Kasmantan Teangan
Nomor: DSONEVURag NIORG tanggal 12 Februan 2019 Hal FParmohonan Konsultas: dan
vasidasi Pemnbentukan UPTD, dengan hormnat disamgaikan hal-hal sebagai berikut
1 Sesual ketentuan Pasal 11 ayat (3) FPeraturan Menteri Dalam Negen Nomor 12

Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Kiasifikasi Cabang Dwmas dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah, menegaskan tanwa "Pambeantukan UPTD provinsi
ditetapkan dengan pevalturan gubDerrmiur sefefah dikonsulfasikan secava lermuls
kepads Menteri”

Berdasarkan angka 1 di atas, telah dilakukan evaluasi ternadap Dokumen Kajian
Akadomis usulan pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pads
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pedindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, pada prnsgnya disatujul
untuk dibentuk dengan klasifias: kelas A karena memenubl knlens, Magkup
wilayah kens lebih davi 1 (satu) Kabupalen dan Jumiah jam ierjs efeidif per rahun
32.28S5 jam.

Selanjulnya dminta Saudara Gubermur agar segeda menmdaklanjutl penataan
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dnas Pemberdayaan
Perempuan Parlindungan Anak Penagencaban Penduduk dan Kesuarga
Berencana sesuai dengan rekomenda s; tersaebut

Apabfia pembentukan UFTLD tersebut tdak sesual dengan rekcrmeandas! i, masxa
kebijakan Gubernur Kalmantan Tangah terkait pembentukan UFPTD dimaksud
dinyatakan tidak sah

Demikian dsampaikan untuk menjadi pernatian

oncrme Daeran

Menteri Dalam Negeri
2 Ddooted PAN 2 RS

Validasi ke Kemendagi Rl Kemendagri mengeluarkan surat persetujuan
Tanggal 4 - 6 Maret 2019 pembentukan UPT PPA di Kalteng Tgl. 22 maret
2019, dengan Klasifikasi A




'SURAT PERSETUJUAN PER

PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jln. MH. Thamrin No.11 Palangka Raya
Telpon dan Fax (0536-3224547)

SURAT PEN

Palangka Raya, 4 April 2019

Kepada
Yth Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng
Up. Kepala Biro Organisasi Setda
Provinsi Kalteng
di-
PALANGKA RAYA

AR

Nomor : 050 /258 /SEKRE/DP3APPKB

No Jenis Surat Yang Dikirim Banyaknya Keterangan

1. |Pengajuan Draf PERGUB  UPTD | 1 (satu)berkas | Disampaikan dengan
Perlindungan Perempuan dan Anak hermat untuk
Provinsi Kalimantan Tengah diketahui.

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Kalimantan Tengah

yv

ey Y

FANGKUDUNG M.Kes
embina U Madya
NIP. 19630527 189102 1 D01

Menimbang :

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

1.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapany

—tnt J Pweet | Veegge ]
Z= | [ [#bin
Ve 9

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan|

=

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturar
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anald
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unif
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Ansk, perlu menctapkan Peraturan Gubernur tentgng
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas. Fungsi dan Tatd
Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan darf
Anak pada Dinas Pemberdayasn Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republild
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang]
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat [ Kalimantan
Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomoer 25 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Swatantra
Tingkat 1 Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia]
Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara)
Republik Indonesia Nomor 1284| Sebagai Undang-Undangl
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor]
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor]
1622);

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis]
Nomor 4286|;

Lampiran

Tembusan:

GUB UPTD - PPA OLEH KEMENDAGRI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Juli 2019

n Tengah
155 . 147 16879/ UTUA Yth. (S’dr Gubarnur Kalmanta

Palangka Raya

s Dasrah Proving Kalimantan

Tengah Nomoe: 180/795/1.2/HUK tanggal 27 Mei 2019 hal Faslitasi
: -hal
Rapergub Provinsi Kalimantan Tengah, dengan hoemat disampaikan hal

sebagai berikut:

1.Rancangan Peraturen  Gubernur Kalmantan Tengah tentang
-me.mw.mwmmmu‘::
pelaksana Teknis Perindungen Perempuan Den Anak Pada

N 4. Anak, Pengendslian Pencuduk

puan, F &)

Berencana Provinsl Kalimantan Tengsh telsh dilakukan

rk v 1 surat

Dan Keluarga
meﬂdsmwm

2. Hasil pengkajan dimaksud sebagaimana terampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangen Persturan Gubemus
Kalimantan Tengah d agar diskukan perubshan sebagai langkeh
penyempurnaan sebelum ditetapkan,

Demikian untuk menjadi perhatian dalam peiaksanaanmya.

Menteri N i
.'”' Pit. Dho-m i Otonomi Daerah,

Drs. Akmat Malik, M.Si

Menteri Dalam Negeri.

Ay



PERGUB UPTD - PPA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
AN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.
PERLINDUNGAN ANAX, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peratur
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan An
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan U
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempusn o
Anak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tenta
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan T:
Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan d
Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perfindung
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

Pasal 18 ayar (6) Undang-Undang Dasar Negara Repub
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetap
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tenta
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat [ Kalimant
Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahi
1956 tentang Pembentukan Dae

53, Tambahan Lembaran Nega
Republikf Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Unda:
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nom

-11-

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 15

(1) Kepala UPT-PPA adalah jabatan struktural eselon IIl.b atau
jabatan administrator.

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural
eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16

Segala pendanaan yang diperlukan penyelenggaraan kegiatan
UPT-PPA yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain anggaran pendapatan dan belanja daerah pendanaan
penyelenggaraan kegiatan UPT-PPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berasal dari sumber pendapat lainnya yang

sah dan tidak ik sesuai d ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 16 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Agustus 2019

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nown__ﬁSEKRE‘I‘ARIS DAERAH
ROVIN:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang: \e-
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20'7‘\
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones

A 2SS

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANT,
NOMOR 20 TAHUN 2019 AN Tewaan

TANGGAL 16 AGUSTUS 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PERLIND
'UNGAN PEREMPU
ANAK PAPgA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLHIDUNGA?IH A’:I‘g(,
NGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA UpT

§7777 == | Sob Bogin Tot L
Kelompak Jabatan Fungsional




STRIIKTIIR ORCY SAS
S IRUKTUR GANI

| I\ v ] |

TANGGAL 16 AGUSTUS 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA UPT
[ """"" Sub Bagian Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
! R
Seksi Pengaduan Seksi Tindak Lanjut Kasus

Pengembangan Organisasi Kantor

‘ ' " T
V | » - :
W) | - ‘ ha
WY - : ' !6 :
¢ L]
+\‘

il o 7017
TABAT ADMINIS™ = |y PEIABAT PENG
' ! | Wy
*ﬂp P\ : ALIMANTAN” o '
A , - <

Wy
(/
[
s )
. ARSYL
| fiF
{
i
}
{

N J

~

o
- e
@) y

Pelantikan Pejabat UPT — PPA

Tanggal 25 Oktober 2019



MOBIL PERLINDUI
PEREMPUAN DAN A

OBIL PERLINDUNGAN
MPEREMPUAN DAN ANAK

e —

PENYERAHAN BARANG INVENTARIS KEPADA UPT PPA TANGGAL 18 NOVEMBER 2019




HOTLINE : APABILA MENGALAMI, MENDENGAR,MELIHAT KEKERASAN DAN

MEMERLUKAN PERLINDUNGAN , DAN JUGA KONSELING
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Hotline UPTD-PPA
HKalimatan Tengah
No. O8B82357T367150Y
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Perlindunmnsan
FHulkiasrm terhadap
Anmnalk danm
Perermpuan

HIDUP INI BUKAN SOAL PANJANGNYA USIA ,TETAPI .
STOP SEBERAPA BESAR KITA DAPAT MEMBANTU ORANG LAIN 2

KEKERASAN (SUTOPO PURWO NUGROHO) g

fii oy KA. PUSAT DATA INFORMASI DAN HUMAS BADAN NASIONAL " sTop
DAN PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) ‘”‘“"‘“"""“" |
ANAK itf 11t




